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MUHAMMAD TAUFIQ (B111 09 444) dengan judul Tinjauan Sosiologi 
Hukum Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Di 
Kota Makassar (Studi Kasus Polrestabes Makassar Tahun 2013-
2014). Di bawah bimbingan Andi Pangerang Moenta selaku Pembimbing I 
dan Wiwie Heryani selaku Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal. Pertama, faktor yang 
menyebabkan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh geng motor di 
Kota Makassar dan yang kedua, untuk mengetahui upaya penegak 
hukum dalam memberantas kekerasan yang dilakukan oleh geng motor di 
Kota Makassar. 
Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dan 
metode penelitian lapangan (field research) dan dilakasanakan di Kota 
Makassar, Sulawesi Selatan, khususnya dikantor Kepolisian Resort Kota 
Besar dengan mengambil data untuk mengetahui jumlah kasus, dan data 
tingkat pendidikan pelaku. Selain itu, penulis juga mewawancarai pihak-
pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas, yaitu 
beberapa anggota Satuan Reserse dan Kriminal di Kepolisian Resort Kota 
Besar Makassar guna memperoleh informasi mengenai faktor yang 
menyebabkan terjadinya Kekerasan yang dilakukan oleh geng motor di 
Kota Makassar. Sekaligus upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat 
penegak hukum yang berwenang dalam menanggulangi kejahatan 
tersebut. Peneliti juga melakukan pengumpulan data-data berkenaan 
dengan objek penelitian dan melakukan studi kepustakaann dengan cara 
menelaah buku-buku serta literatur yang berkaitan dengan masalah yang 
dibahas dalam skripsi ini. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Faktor yang menyebabkan 
terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh geng motor di Kota Makassar 
antara lain: tingkat pendidikan pelaku yang rendah sehingga 
mempengaruhi pola pikir, faktor ekonomi, faktor pengaruh minuman 
beralkohol serta faktor dendam. (2) Upaya aparat hukum yang berwenang 
dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kota 
Makassar,meliputi upaya Preventif dan Represif. Selain itu, peran serta 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 jelas menyebutkan 
bahwa “Indonesia” adalah negara Hukum. Secara gramatikal maka 
konsekuensi dari sebuah negara hukum atau biasa dikenal dengan istilah 
rechstaat adalah semua bentuk keputusan, tindakan alat-alat  
perlengkapan negara, segala sikap, tingkah laku dan perbuatan termasuk 
yang dilakukan oleh warga negara, harus memiliki landasan hukum atau 
dengan kata lain semua harus punya legitimasi secara hukum. Legitimasi 
secara hukum ini  disebut sebagai nomokrasi, atau kedaulatan hukum. 
Walaupun pandangan ini diklaim merupakan representasi dari sebuah 
pemahaman hukum yang cenderung positivistik, sebuah pemahaman 
yang lebih yuridis dogmatik.  
Positivistik yang terkenal adalah Hans Kelsen dengan sebuah 
pemahaman yang memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom, 
hukum adalah entitas yang berdiri sendiri, terlepas dari semua anasir-
anasir sosial, politik dan ekonomi. Salah satu eksponen positivistik yang 
disebut sebelumnya adalah Hans Kelsen dengan teori hukum murninya 
“The pure teory of law”. Sementara terjadi perubahan pandangan secara 
revoluisoner pada awal abad ke 19 yang membawa pengaruh dalam 
berbagai bidang termasuk hukum. Salah satunya yang ikut terpengaruh 
adalah pandangan positivistik atau paradigma yang melihat hukum 
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sebagai sebuah norma tertulis “Law In text”. Di dunia peradilan, pengaruh 
pandangan positivis melahirkan aliran legisme, di mana hakim hanya 
dipandang sekadar sebagai “terompet undang-undang”, atau sebagai 
“bouche de la loi”  saja. 
Pengaruh dalam bidang keilmuan hukum tersebut mengarah 
kepada cara pandang hukum yang bermula sifatnya abstrak dan formal 
legalitas menuju kepada suatu cara pandang yang bersifat sosiologis, 
yuridis sosiologis atau yuridis empiris. Mulai dari mazhab sejarah yang 
dipelopori oleh Von Savigny, telah mulai menarik perhatian banyak orang 
dari suatu analisis hukum yang bersifat abstrak dan ideologis kepada 
suatu analisis hukum yang difokuskan pada lingkungan sosial yang 
membentuknya. Pokok pemikiran Savigny adalah hukum merupakan 
perwujudan dari kesadaran masyarakat(Volksgeist). Ia juga berpendapat 
bahwa hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan dan bukan 
berasal dari pembentuk undang-undang. Mazhab sejarah ini kemudian 
membukan jalan bagi timbulnya aliran-aliran sociological jurisprudence, 
yang kemudian juga membawa pengaruh besar terhadap ilmu-ilmu sosial, 
dan proses kelahiran sosiologi. Dalam pandangan sosiologi hukum hanya 
dipandang sebagai sebagai sebuah akibat dari gejala sosial.  
 Karakteristik dalam aliran sosiologi, hukum yang baik haruslah 
hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Aliran ini 
memisahkan secara tegas antara hukum positif (the positive law) dan 
hukum yang hidup (the living law).Ketika hukum positif cenderung 
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berpandangan yuridis dogmatik, sedangkan sosiologisme hukum 
berpandangan empiris. Mereka ingin melakukan pemahaman secara 
sosiologis terhadap fenomena hukum. Jadi sosiologi lebih kepada 
“Interpretative under standing of social conduct (Suatu usaha untuk 
memahami objeknya dari segi tingkah laku social) yang meliputi: causes, 
itscourse, dan its effects. Fenomena hukum dari sudut pandang sosiologis 
ini adalah gejala-gejala yang mengandung stereotip, baik yang tertulis 
maupun yang tidak tertulis (Achmad Ali 2002:214). 
 Penganut aliran sosiologis memandang hukum bukan yang ada di 
dalam perundang-undangan (law on the books), melainkan hukum adalah 
apa yang dipraktikkan secara nyata dalam masyarakat (law in action atau 
law in reality). Penganut aliran sosiologis mengamati perbedaan-
perbedaan di dalam hukum, yang jelas merupakan kenyataan di seluruh 
masyarakat, di setiap periode sejarah dan di setiap kasus individual, yang 
keseluruhannya merupakan subjek yang dapat dijelaskan secara 
sosiologis. Seperti contohnya, suatu tindakan mungkin dilarang untuk 
kurun waktu tertentu dan bagi suatu tempat tertentu, tetapi tidak untuk 
waktu dan tempat lain. Seseorang mungkin memanggil polisi atau 
mengajukan gugatan ke pengadilan jika memiliki kasus hukum, sementara 
orang lain yang juga mempunyai kasus yang sejenis, ternyata tidak 
melakukannya (Achmad Ali 2009:107). 
 Fenomena sosiologis yang menyimpang  dari norma yang dianut 
suatu masyarakat merupakan bagian dari objek kajian sosiologi hukum. 
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Ada norma yang sifatnya belum menjadi bagian dari norma hukum atau 
belum diatur secara hukum sehingga dalam istilah Paul Bohannan 
membutuhkan suatu “Double legitimacy”, untuk ditetapkan sebagai bagian 
dari norma hukum. Kekerasan adalah salah satu perbuatan yang 
dipandang bertentangan dengan norma yang dianut dalam masyarakat, 
baik kekerasan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok. Salah 
satu kekerasan yang akhir-akhir ini mendapat banyak perhatian dari 
masyarakat khususnya di Kota Makassar adalah kekerasan yang 
dilakukan oleh kelompok geng motor.  
Fenomena kekerasan yang dilakukan oleh kelompok geng motor ini 
membawa dampak bagi keamanan dan kenyamanan warga Kota 
Makassar. Berbagai pemberitaan tentang geng motor menjadi sajian yang 
sudah sering masyarakat terima dari berbagai media baik lokal maupun 
pemberitaan yang dimuat media nasional. Geng motor dikenal masyarakat 
sebagai sekelompok orang yang selalu membuat tindakan brutal dan 
mengganggu ketenteraman masyarakat. Geng motor berkembang sudah 
ada sejak dulu, diawali dengan perkumpulan orang yang hobi atau 
menyukai terhadap dunia otomotif roda dua, kemudian perkumpulan 
orangtersebut mengecil dengan membentuk kelompok kelompok lagi, 
sehingga terbagipada perkumpulan pecinta otomotif sesuai dengan 
ideologi visi misi yang berbeda. 
Dahulu perkembangan geng motor tidak seramai sekarang. 
Sebelumnya geng motor hanya berkembang di daerah perkotaan, dalam 
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menjalankan aksinyatanpa diketahui oleh media, mungkin dulu jika media 
banyak dan bebasmemberitakan informasi, pemberitaan kekerasan geng 
motor bisa lebih besar lagidari pada sekarang atau sebaliknya. Geng 
motor sudah diidentikkan dengan perilaku kegiatan yang bertentangan 
dengan norma hukum pada perbuatan yang sering mengancam 
ketentraman masyarakat, perilakunya banyak menjurus pada tindakan 
kekerasan dan kriminal. Beragam kekerasan sering dimunculkan oleh 
geng motor, mulai dari tindakan penganiayaan, perampokan, 
penjambretan, pelecehan, pembunuhan sampai dengan terjadinya 
peperangan antar geng motor. 
 Masyarakat pun banyakyang mencemaskan atas tindakan 
kekerasan yang dilakukan oleh geng motor ini,karena mayoritas pelaku 
yang ikut dalam tindak kekerasan yang dilakukan gengmotor didominasi 
oleh kalangan remaja yang masih berstatus pelajar.Berbagai upaya tindak 
pencegahan juga kerap dilakukan oleh aparatkepolisian dalam 
mengantisipasi kasus kekerasan yang dilakukan oleh geng motorsupaya 
tindakan kekerasan tersebut tidak berkelanjutan terus menerus. 
Berbagaiupaya penanggulangan kekerasan geng motor yang dilakukan 
semua pihak terkaitbaik aparatur negara, lembaga sosial dan masyarakat 
sekitar memulainya dari raziadi sekolah, penyuluhan, memberikan 
pengertian kepada para orang tua untukmengawasi perilaku anak 
anaknya supaya tidak ikut terjerumus dalam kelompokgeng motor. 
Bahkan upaya untuk membubarkan geng motor gencar dilakukan 
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olehaparat yang didukung oleh masyarakat agar menghilangkan tindakan 
kekerasanyang dilakukan geng motor, dengan menangkap dan 
mengamankan para anggotageng motor untuk dilakukan pembinaan dan 
tindakan hukum agar memberikanefek jera kepada para anggota geng 
motor. 
Tindakan geng motor tersebut dilakukan pada dasarnya untuk 
menunjukkanidentitas dan keberadaan suatu geng motor. Selanjutnya 
tindakan tersebutbersertaan pula dengan tindakan ingin memiliki hak 
orang lain seperti kendaraanbermotor, handphone dan sejumlah barang 
lainnya.Perwujudan geng motor yang didominasi oleh remaja menjelaskan 
suatukeadaan bahwa dari persfektif sosiologis atau lebih spesifik dari 
kriminologi memberikan suatu informasi tentang kejahatan gengmotor 
adalah kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok remaja. Kata 
kelompokmemberikan akibat timbulnya keberanian pada diri remaja untuk 
melakukan pelanggaran hukum. Selain itu ilmu kriminologi juga dapat 
memberikan identifikasi keadaan jiwa remaja yang sedang tumbuh dan 
berkembang dan diketahui keberadaannya lalu menuangkannya dalam 
suatu identifikasi kelompok geng motor, dimana dengan dan atas nama 
geng motor tersebut maka para anggota geng motor dapat berbuat 
sekehendak hatinya.  
Salah satu lembaga penegak hukum yang paling terdepan dalam 
penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor adalah 
kepolisian. Tugas dan wewenang yang diemban oleh kepolisian adalah 
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dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga 
perilaku-perilaku yang mengakibatkan terganggunya keamanan tersebut 
seperti geng motor harus ditanggulangi secara bijaksana oleh 
Kepolisian.Kaitan antara tugas kepolisian dengan penanggulangan 
kejahatan yang dilakukan oleh geng motor dihadapkan pada suatu 
benturan hukum itu sendiri seperti usia para geng motor yang masih anak-
anak sehingga dalam menjalankan tugasnya kepolisian harus 
mengedepankan fungsi sosial daripada fungsi penegakan hukum. Artinya 
kepolisian harus melakukan pembinaan terlebih dahulu dalam menindak 
para geng motor daripada tindakan penangkapan dan penahanan. 
Kenyataan yang ditemukan ternyata pendekatan yang dilakukan 
kepolisian tidak memberikan efek apapun bagi para anggota geng motor. 
Hal ini dapat dilihat dari pemberitaan baik itu melalui layar kaca atau 
media lainnya seperti majalah dan surat kabar dimana geng motor tetap 
berperilaku meresahkan masyarakat. 
B. Rumusan Masalah  
A. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan yang 
dilakukan oleh geng motor di kota Makassar ? 
B. Bagaimana upaya penegak hukum dalam memberantas 





C. Tujuan Penelitian  
A. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya 
kekerasan yang dilakukan oleh geng motor di kota Makassar. 
B. Untuk mengetahui Upaya Penegak Hukum dalam memberantas 
kekerasan yang dilakukan oleh geng motor di kota Makassar. 
1. Kegunaan Penelitian  
 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat member kegunaan antara 
lain: 
A. Dapat menjadi masukan bagi para pihak penegak hukum dalam 
memberikan solusi terhadap masalah-masalah dalam sosiologi 
hukum salah satunya adalah kekerasan yang dilakukan oleh 
geng motor di kota Makassar 
B. Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi untuk 
memahami perkembangan sosiologi hukum baik secara praktis 
maupun secara teoritis.  
C. Menjadi salah satu rujukan bagi para ilmuwan hukum, 









A. Hukum dan Pengertiannya 
 Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak hidup sendiri, 
manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan sering 
mengadakan hubungan antara sesamanya. Hubungan ini terjadi 
berkenaan dengan kebutuhan hidupnya yang mustahil dapat dipenuhi 
sendiri. Atas dasar itu kemudian seorang filsuf Yunani, Aris Toteles 
menyebut bahwa manusia sebagai zoon politicon adalah mahluk sosial 
yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan manusia/orang lain. 
Kebutuhan manusia bermacam-macam. Pemenuhan kebutuhan hidup 
bergantung dari hasil daya upaya yang dilakukan. Setiap waktu manusia 
ingin memenuhi kebutuhannya dengan baik. Kalau dalam saat yang 
bersamaan yang bersamaan dua manusia ingin memenuhi kebutuhan 
yang sama dengan hanya satu objek kebutuhan, sedangkan keduanya 
tidak mau mengalah, maka konskuensinya adalah akan timbul suatu 
bentrokan atau konflik. Suatu konflik akan terjadi juga dalam suatu 
hubungan, antara manusia ada yang tidak memenuhi kewajiban. Jadi 
deskripsi sederhananya adalah hukum mulai ada ketika dua kepentingan 
berbenturan sehingga meniscayakan diperlukannya sebuah solusi, solusi 
ini kemudian yang lahir berupa aturan. Aturan ini kemudian yang kita 
sebut sebagai hukum baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. 
Tentu dari pemaparan ini akan sangat relevan dengan ungkapan “Ibis 
societas ibis ius” di mana ada masyarakat maka di situ ada hukum.  
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 Hal-hal semacam itu sebenarnya merupakan akibat dari tingkah 
laku manusia yang menginginkan kebebasan. Suatu kebebasan dalam 
bertingkah laku tidak selamanya akan menghasilkan sesuatu yang baik. 
Apalagi kalau kebebasan tingkah-laku seseorang tidak dapat diterima oleh 
kelompok sosial lainnya. Oleh karena itu, untuk menciptakan keteraturan 
sosial, baik dalam situasi kebersamaan maupun dalam situasi sosial 
diperlukan ketentuan-ketentuan. Ketentuan itu untuk membatasi 
kebebasan tingkah laku itu. Ketentuan-ketentuan yang diperlukan adalah 
ketentuan yang timbul atas dasar kesadaran; dan biasanya dinamakan 
hukum. Jadi, hukum adalah ketentuan-ketentuan yang timbul dari 
pergaulan hidup manusia. Hal itu timbul berdasarkan atas kesadaran 
manusia itu sendiri, sebagai konsekuensi logis dari adanya gejala-gejala 
sosial. Gejala-gejala sosial itu merupakan hasil dari pengukuran baik 
tentang tingkah-laku manusia dalam pergaulan hidupnya.   
 Ketentuan-ketentuan tingkah laku manusia bermacam-macam 
corak, tergantung dari berat ringannya reaksi yang diberikan dalam 
memberikan penilaian. Berdasarkan berat ringannya reaksi tersebut, akan 
ada ketentuan yang berkenaan dengan kesopanan, kesusilaan, dan 
hukum. Jenis-jenis ketentuan itu berbeda dalam pelbagai hal dan akan 
terlihat secara nyata kalau suatu ketentuan dilanggar oleh manusia. 
Misalnya, suatu ketentuan menyatakan bahwa setiap orang yang muda 
hendaknya menghormati yang lebih tua. Kalau seorang yang lebih muda 
bertemu dengan seorang yang yang lebih tua tidak memberi salam, 
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tingkah lakunya itu dipersepsikan sebagai suatu sikap yang tidak hormat.  
Ini kemudian yang kita sebut sebagai sebuah norma kesusilaan (Abdoel 
Djamali  2005: 2 ). 
 Salah satu hal yang penting adalah penggunaan istilah dalam 
keilmuan hukum yang bertujuan untuk memahami makna hukum. 
Penggunaan istilah hukum dipakai dalam berbagai pengertian yang 
beraneka ragam. Antara lain penggunaan istilah “the law of science” (ilmu 
hukum), “the natural law” (ilmu hukum), “the laws of morality” (hukum 
moralitas), dan penggunaan istilah lain. Di dalam berbagai pengertian ini, 
ada yang memahami hukum sebagai setiap perangkat asas-asas yang 
seragam. Ada juga yang menggunakannya dalam konteks yang 
berhubungan dengan masyarakat di mana hukum itu beroperasi, dalam 
hal ini hukum dipandang sebagai seperangkat asas-asas yang ditetapkan 
dan mengatur perilaku manusia. Dalam konteks itu, hukum digunakan di 
dalam pengertian khusus dan jauh dari suatu makna yang sempit  
(Achmad Ali 2009:40). 
 Patut diketahui pula bahwa, aturan-aturan moral dan 
kemasyarakatan, lebih tidak eksplisit dan lebih tidak formal, baik dalam 
wujudnya maupun isinya, dan juga memainkan suatu peran penting dalam 
kaitannya dengan upaya masyarakat untuk mengendalikan perilaku 
warganya. Sulit untuk melukiskan suatu garis perbedaan antara aturan 
hukum sebagai cara formal untuk mengatur perilaku manusia dan sebagai 
“ramuan” moral serta “ramuan” sosial yang juga berfungsi memengaruhi 
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dan mengendalikan perilaku manusia. Merupakan hal yang sama sulitnya 
untuk menentukan alasan bagaimana hukum bekerja di dalam masyarakat 
dan mengapa orang menaatinya; dapat dibedakan dari alasan-alasan 
yang menjelaskan bagaimana fungsi dari norma-norma lain yang 
mengatur  masyarakat dan mengapa orang menaatinya (Achmad Ali 
2009:41). 
 Dalam kurun waktu yang berbeda dan dalam kultur yang juga 
berbeda, telah dikenal hukum dari berbagai jenis dan yang lahir dari 
berbagai sumber yang berbeda. Sebagai contoh, hukum dalam 
masyarakat primitif dan sederhana, kemungkinannya merupakan sesuatu 
yang secara menyeluruh jika kita bandingkan dengan hukum dalam suatu 
masyarakat modern, yang dibangun dari suatu sistem administrani hukum 
dan keadilan. Kemungkinan lain, seorang pakar atau ilmuwan, mungkin 
memandang wujud hukum dan fungsinya, benar-benar berbeda dari 
norma lainnya, di mana pendapat seperti itu mungkin didiktekannya  
sesuai dengan pandangan kegemarannya. Beberapa orang lagi 
mendefinisikan hukum berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh 
hukum itu, misalnya bertujuan untuk penyelenggaraan keadilan. 
 Pakar lain lagi mendefinisikan hukum berkaitan dengan sumber 
dari mana kekuasaan dan otoritasnya diduga berasal, sebagai contoh: 
keinginan rakyat atau kebiasaan. Sementara masih ada pakar yang lain, 
yang mendefinisikan hukum berkaitan dengan otoritas yang memberikan 
kewenangan pada hukum untuk dilaksanakan. Faktor-faktor inilah yang 
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menyebabkan para pakar mempunyai pendekatan yang berbeda-beda 
dalam memahami wujud hukum yang sesungguhnya; berbeda-beda 
tentang bekerjanya hukum serta bagaimana hubungan  hukum dengan 
norma-norma lain juga ada di dalam masyarakat. 
A. Sosiologi Hukum 
1. Karakteristik Sosiologi Hukum 
 Sosiologi hukum merupakan salah satu cabang ilmu yang sangat 
penting, Sebab menurut Sudarsono (Soedjono 2001:257) sosiologi hukum 
adalah: 
“Satu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analistis 
mempelajari hubungan timbal balik  antara hukum sebagai gejala 
sosial,  dengan gejala sosial lainnya”. 
Oleh karena itu dari pengertian yang diuraikan diatas, ini 
mengandung dua hal yaitu, pertama; tata hukum itu erat perikatannya 
dengan suatu masyarakat tertentu; tata hukum denga kata lain adalah 
segala gejala masyarakat. Bagaimana pertalian dan pengaruh tata hukum 
terhadap gejala-gejala lain (kesenian, bahasa kepercayaan, kesejahtraan, 
dll) dari masyarakat yang bersangkutan, pendeknya terhadap struktur 
masyarakat itu dan sebaliknya, dapat pula menjadi obyek tersendiri dari 
ilmu pengetahuan hukum yang kini disebut sosiologi hukum. 
Sebagaimana diketahui bahwa sosiologi hukum memiliki beberapa 
karakteristik. Demikian menurut Sudarsono (Soedjono, 2001:257-258) 
merinci bahwa studi tersebut memiliki kekhasan sebagai berikut: 
a. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberi penjelasan terhadap   
praktek-praktek hukum, seperti dalam pembuatan undang-
undang, praktek peradailan dan sebagainya. Sosiologi hukum 
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berusaha menjelaskan mengapa praktek demikian itu terjadi, 
faktor apa yang berpengaruh,latar belakang dan sebagainya. 
Cara ini oleh Max Weber dinamakan sebagai interpretative 
understandingyang tidak dikenal dalam studi hukum 
konvensional. Sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah 
laku yang tampak dari luar saja, melainkan ingin memperoleh 
pula penjelasan yang bersifat internal, yaitu yang meliputi motif-
motif tingkah laku seseorang. Disini tidak dibedakan antara 
perilaku yang sesuai dan menyimpang terhadap kaidah hukum, 
karena keduanya adalah sesama obyek studi ilmu ini. 
b. Sosiologi hukum senantiasa senantiasa menguji keabsahan  
empiris, dengan usaha mengetahui antara isi kaidah dan di 
dalam kenyataanya, baik dengan data empiris maupun non 
empiris. 
c.  Sosiologi tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah 
laku yang mentaati hukum dan yang menyimpang dari hukum 
sama-sama merupakan obyek pengamatan yang setaraf. Ia 
tidak memiliki nilai yang satu lebih dari yang lain. Perhatian 
utamanya ada pada pemberian penjelasan terhadap obyek 
yang dipelajarinya. Pendekatan ini memang sering 
menimbulkan salah faham, seolaholah sosiologi ingin 
membenarkan praktek-praktek yang menyimpang atau 
melanggar hukum. Padahal tentunya adalah tidak demikian. 
Maka penekanannya adalah bahwa sosiologi hukum tidak 
memberikan penilaian melainkan mendekati hukum dari segi 
obyektifitas semata dan bertujuan untuk memberikan 
penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata. Sosiologi 
hukum tidak menetapkan keputusan. 
 
 Menurut Satjipto Raharjo ketiga ciri khas tersebut diatas 
merupakan kunci bagi para ahli yang berminat untuk melakukan 
penyelidikan dalam bidang tesebut. Demikian halnya van Apeldoorn yang 
menjelaskan panjang lebar bahwa sosiologi hukum mempergunakan 
hukum sebagai titik pusat penyelidikannya. Dengan berpangkal pada 
kaidah-kaidah yang diurakan dalam undang-undang, keputusan-
keputusan pemerintah, peraturan-peraturan kontrak, keputusan-keputusan 
Hakim, tulisan-tulisan yang bersifat yuridis dan dalam sumber-sumber 
yang lain, sosiologi hukum menyelidiki, adakah dan sampai dimanakah 
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kaidah-kaidah tersebut dengan sungguh dilaksanakan dalam kehidupan 
masyarakat. Dengan perkataan lain hingga mana hidup  mengiukutinya 
atau menyimpang dari padanya, dengan maksud mencapai pencatatan 
tentang aturan-aturan hukum yang sebagai kenyataan diikuti dalam 
pergaulan masyarakat. Selanjutnya, dari sangkut paut sosiologis antara 
hukum dan gejala-gejala lainnya, ia mencoba menerangkan, pada satu 
pihak, mengapa terdapat sesuatu peraturan hukum yang konkrit sebagai 
yang kini terdapat, pada lain pihak pengaruh apa yang diadakan oleh 
peraturan hukum tersebut atas gejala-gejala masyarakat lainnya. Jadi 
misalnya sosiologi hukum akan mencoba menyeliki hubungan yang 
terdapat antara susunan hukum suatu masyarakat dengan bentuk 
ekonominya, atau pengaruh apa yang dilakukan oleh pandangan-
pandangan agama yang berlaku tersebut dapat mengakibatkan peneliti 
berada di tengah-tengah sosiologi hukum. 
Sosiologi hukum sebagai salah satu cabang pengetahuan memiliki 
obyek yang dalam hal ini diungkapkan bahwa obyek sasaran disini adalah 
badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaran hukum, seperti 
pembuatan undang-undang, pengadilan, polisi, advokat dan sebagainya. 
Pembuatan undang-undang disini dilihatnya sebagai manifestasi dari 
kelakuan manusia yang oleh karenanya faktor-faktor keadaan identitas 
yang berperan itu diamati seperti usia pada anggotanya, pendidikan dan 
faktor-faktor sosial lainnya. Dalam studi tentang perundang-undangan 
sosiologi hukum secara mendalam berusaha mengungkap faktor-faktor 
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apa uang mempengaruhi efektifitas undang-undang, mengapa orang 
mentaati hukum, golongan mana yang diuntungkan dan dirugikan dengan 
dikeluarkannya undang-undang tertentu dan sebagainya, sedemikian rupa 
sehingga dapat dipahami benar perhatian obyek dan penyelidikan 
sosiologi hukum. 
Hal yang perlu dipahami pula dari segi obyek sasaran studi 
sosiologi hukum juga menyingkapkan mengenai janji-janji dalam hukum 
akan efektif terutama bagi kelompok-kelompok yang mampu 
mengorganisirkan dirinya secara baik. Dengan demikian antara hukum 
dan pengorganisasian sosial terdapat suatu hubungan tertentu. 
Segala gejala pergaulan hidup manusia, oleh sosiologi dijadikan 
obyek penyelidikan. Sedangkan ilmu-ilmu sosial lainnya mempelajari 
gejala masyarakat yang tertentu seperti hukum, agama, kesenian, 
kemakmuran rakyat, dan sebagainya, sosiologi hendak menguraikan 
simpul hubungan antara gejala-gejala itu semuanya. Hukum pun 
mengambil tempat dalam sosiologi, akan tetapi ia hanya dipandang dalam 
hubungan gejala-gejala masyarakat lainnya. 
Achmad Ali (1998:9) menjelaskan: 
“Bahwa kajian sosiologi hukum adalah suatu kajian yang obyeknya 
fenomena hukum, tetapi mengguanakan optik ilmu sosial dan teori-
teori sosiologis, sehingga sering disalah-tafsirkan bukan hanya oleh 
kalangan nonhukum, tetapi juga kalangan hukum sendiri”. 
 
 Perbedaan antara ilmu hukum (normatif) seperti ilmu hukum 
pidana, ilmu hukum tata negara, dan ilmu hukum tata negara, sosiologi 
hukum acara adalah bahwa ilmu hukum normatif menekankan kajian pada 
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Law in Books, hukum sebagaimana seharusnya, dan oleh karena itu 
berada dalam dunia sollen. Sebaliknya sosiologi hukum menekankan 
pada law in action, hukum dalam kenyataannya, hukum sebagai tingkah 
laku manusia, yang berarti berada pada duni sein. Sosiologi hukum 
menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif. Sebaliknya, 
ilmu hukum menggunakan pendekatan normatif yang bersifat preskriptif. 
 Dengan adanya pendekatan perbedaan tersebut diatas, Achmad 
Ali (2002:280-281) menjelaskan beberapa perbedaan dan persamaan 
antara positivisme (normatif) dan sosiologisme: 
a.  Positivisme memandang hukum tidak lain kaidah-kaidah yang 
tercantum dalam perundang-undangan, sedangkan sosiologisme 
memandang hukum adalah kenyataan sosial. Ia mempelajari; 
bagaimana dan mengapanya dari tingkah laku sosial yang 
berhubungan  dengan hukum dan pranata-pranata hukum 
sebagaimana kita lihat. Sikap dasar hukum kaum sosiologis 
hukum itu adalah kecurigaan. Apakah hukum itu seperti yang 
ditulis ? Seperti yang dikatakan ? 
 Dengan kata lain, kaum positivisme melihat “law in books”. 
Sedangkan kaum sosiologis memandang “law in action”. 
b.  Positivisme memandang kaum sebagai sesuatu yang otonom 
atau mandiri, sedangkan sosiologisme hukum memandang 
hukum bukan sesuatu yang otonom, melainkan sangat 
dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum yang ada dalam 
 18 
 
masyarakatnya, seperti faktor ekonomi, politik, budaya, dan 
sosial lainnya. 
c.   Positivisme hanya mempersoalkan hukum sebagai “sollen” (apa 
yang seharusnya, ought), sedangkan sosiologisme hukum 
memandang hukum sebagai “sein” (dalam kenyataannya, is). 
d.  Positivisme cenderung berpandangan yuridis-dogmatik, sedang 
sosiologi hukum berpandangan empiris. Mereka ingin melakukan 
pemahaman secara sosiologis terhadap fenomena hukum, jadi 
interpretative understanding of social conduct. (suatu usaha 
untuk memahami objeknya dari segi tingkah laku sosial), 
meliputi: Causes, ist course, its effects. Fenomena hukum dari 
sudut pandangan sosiologis ini adalah gejala-gejala yang 
mengandung streotif baik yang tertulis maupun yang tidak 
tertulis. 
e.  Metode yang digunakan kaum positivis adalah preskiptif, yaitu 
menerima hukum positif dan penerapannya. Sedang metode 
yang digunakan oleh penganut sosiologisme hukum adalah 
deskiptif. Dalam metode deskriptisnya, kaum sosiologis mengkaji 
hukum dengan menggunakan teknik-teknik: survey lapangan 
(field survey), observasi perbandingan (comparative 




 Selanjutnya, persamaan antara positivisme dan sosiologisme 
adalah keduanya terutama memusatkan  perhatiannya pada hukum 
tertulis atau perundang-undangan. 
Undang-undang dapat dianalisis mengenai bagaimana undang-
undang itu dalam kenyataannya, dan bagaimana pengaruh berlakunya 
undang-undang itu sering tidak seperti yang dimaksudkan oleh pembuat 
undang-undang. 
Ketika kita menelaah suatu rumusan perundang-undangan dan 
mengetahui apa tujuan yang ingin dicapai, berarti dengan sendirnya kita 
mempunyai pengetahuan empiris tentang akibat yang ditimbulkan. 
Dengan berlakunya undang-undang atau kebijakan-kebijakan tertentu, 
terhadap perilaku warga masyarakat. Sesuai dengan pendekatan 
sosiologis, kita harus tahu bagaimana undang-undang itu diterapkan 
dalam praktek. Hal itulah yang menyebabkan, mengapa pendekatan 
sosiologi hukum menggunakan teori-teori, konsep-konsep dan metode-
metode ilmu sosial untuk mempelajari berbagai masalah sosial. 
Metode dan konsep dalam sosiologi sendiri diantara pakar memiliki 
perbedaan-perbedaan. Seperti halnya Emile Durkheim dan Max Weber, 
mereka adalah dua tokoh sosiologi yang memiliki nama besar karena 
teori-teorinya masih menjadi acuan hingga saat ini. Kedua tokoh sosiologi 
ini memiliki perbedaan yang khas bagi sosiologi mereka masing-masing. 
Dalam sosiologi hukumnya Durkheim, penekanannya adalah pada 
hukum dalam wujudnya sebagai seperangkat moralitas sosial yang 
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menjadi alat untuk mencapai cita-cita komunitasnya. Emile Durkheim 
karenanya menempatkan hukum sebagai sesuatu yang vital dalam 
kehidupan sosial. Perbedaannya dengan Max Weber, karena Emile 
Durkheim mengabaikan tentang bagaimana hukum itu diciptakan. 
Kelemahan Durkheim terlihat disini, karena bagaimana pun seyogyanya 
Durkheim menyadari bahwa hukum tidak sekedar harus diartikan sebagai 
fungsi sosial, melainkan juga sebagai suatu struktur sosial yang 
mempunyai ciri-ciri kepranataannya sendiri, dan yang bagaimanapun turut 
menentukan cara kerjanya (Achmad Ali, 1998:116) 
Bagi C. Harry Bredemeier adalah penting untuk membedakan 
antara dua jenis usaha yang menghubungkan antara sosiologi dan 
hukum; yang pertama adalah yang ditunjukkan melalui istilah  sosiologi 
tentang hukum, sedang yang lainnya dengan istilah sosiologi di dalam 
hukum. Yang pertama menjadikan hukum sebagai fokus investigasi yang 
bersifat sosiologis, di mana dengan cara yang sama menjadikan 
“kelompok-kelompok kecil” dan “voting” sebagai fokusnya. Tujuannya 
disini adalah menggambarkan arti penting dari hukum terhadap 
masyarakat yang lebih luas atau untuk menggambarkan proses-proses 
internalnya atau kedua-duanya. 
Menurut Bredemeier, tujuan kedua adalah untuk memfasilitasi 
pelaksanaan hukum dari fungsi-fungsinya dengan tambahan pengetahuan 
sosiologis bagi persediaan peralatannya. Jelasanya, sasaran kedua 
bergantung pada yang pertama. Pengetahuan sosiologis tidak akan dapat 
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bagi hukum kecuali pengetahuan sosiologis tentang berbagai fungsi 
hukum dan mekanisme pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut. Selain 
perbedaan diatas, maka juga perlu dibedakan antara sociological 
jurisprudence dan sociology of law. L.B. Curzon misalnya mengemukakan 
bahwa, Roscoe Pound menunjuk sociologycal jurisprudence sebagai 
suatu studi tentang karakteristik khas dari tertib hukum, yaitu suatu aspek 
dari ilmu hukum yang sebenarnya. Dennis Lloyd menuliskannya sebagai 
cabang dari ilmu hukum normatif yang agar pembuatan hukum lebih 
efektif dalam pelaksanaannya, dan berbasis pada nilai-nilai subjektif. 
Beberapa penulis lain menggunakan istilah sociological jurisprudence itu 
menunjuk pada aliran ilmu hukum sosiologis, yaitu yang oleh para yuris 
dilihat sebagai alat melalui mana ilmu hukum mungkin dibuat menjadi 
lebih tepat.  
2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum 
Dalam pembahasan keilmuan hukum kalangan filosofis 
memandang hukum sebagai sesuatu yang seharusnya ada, dan kalangan 
sosiologis memandang hukum sebagai apa yang bekerja di dalam 
kenyataan masyarakat, maka tentu saja kaum positivis enggan untuk 
menerima keduanya, karena mereka lebih memandang hukum seperti 
yang ada dalam perundang-undangan. Seperti yang pernah dikemukakan 
oleh salah satu eksponen positivme, John Austin (Achmad Ali 2012:9) :  
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“The study ofthe nature of law shauld be a study of law as it actually 
exists in a legal system, and of law as it ought ta be an moral 
ground.” 
(Studi tentang sifat hukum seharusnya merupakan studi tentang 
hukum yang benar-benar terdapat dalam sistem hukum, dan bukan 
hukum yang seharusnya ada dalam norma-norma moral.) 
Selaras dengan itu, Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa 
hukum yang normatif adalah cara pandang para pengacara yang 
memandang hukum dari dalam sistem hukum itu sendiri : 
“The lawyers looks at is mostly from the inside. He judges law in its 
own terms; he has learned certain  standards against which he 
measures legal practices and rules. Or writes about practical affairs; 
how to use the law, how work with it.”  
 
Jadi, Friedman memandang bahwa para pengacara memandang 
hukum umumnya dari dalam hukum itu sendiri. Para pengacara menilai 
hukum dalam terminologi hukum itu sendiri. Para pengacara telah 
mempelajari standar-standar tertentu untuk mengukur aturan-aturan 
hukum dan praktik hukum. Atau untuk digunakannya dalam menulis 
peristiwa-peristiwa praktis, bagaimana menggunakan hukum, serta 
bagaimana bekerja dengan hukum itu. 
Berbeda dengan cara pandang kajian sosiologi hukum yang 
menurut Lawrence M. Friedmen: 
“Its looks at law from the outside. It tries to deal with the legal 
system from the viewpoint of social sience. Basically it argues that 
law is  only one of many social systems and that other social 




Jadi kaum sosiologi hukum memandang hukum dari luar hukum. 
Sosiologi hukum mencoba untuk memperlakukan sistem hukum dari sudut 
pandang ilmu sosial. Pada dasarnya, sosiologi hukum berpendapat bahwa 
hukum hanya salah satu dari banyak sistem sosial dan bahwa justru 
sistem-sistem sosial lain yang juga ada di dalam masyarakatlah yang 
memberi arti dan pengaruh terhadap hukum. 
Lebih lanjut, menurut Friedman, sosiologi hukum beranjak dari 
asumsi dasar: 
“The poeple who make,apply, or use the law are human being. 
Theirs behavior of social behavior Yet, the study of law has 
proceeded in relative isolation other studies in the social science.” 
Asumsi dasar tersebut menganggap bahwa orang yang membuat, 
yang menerapkan, atau yang menggunakan hukum adalah mahluk 
manusia. Perilaku mereka adalah perilaku sosial. Namun, kajian hukum 
secara relatif telah memisahkan diri dari studi-studi lain di dalam ilmu-ilmu 
sosial. Dengan menggunakan pandangan sosiologis terhadapa hukum, 
maka kita akan menghilangkan kecenderungan untuk senantiasa 
mengidentikkan hukum sebagai undang-undang belaka, seperti yang 
dianut oleh kalangan positivis atau legalistis. C. Harry  Bredemeier lebih 
memerinci kajian sosiologis itu dengan masih membedakan antara apa 
yang ia namakan sebagai sociology of the law dengan apa yang ia 
namakan sebagai sociology in the law (Achmad Ali 2009:11). 
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Pendekatan sosiologi hukum juga mengenai hubungan hukum 
dengan moral dan logika internal hukum. Fokus utama pendekatan 
sosiologi hukum menurut Gerald Turkel (Achmad Ali, 1998: 34) adalah: 
“kepercayaan serta asas yang mendasarinya yang dijadikan 
sebagai sumber hukum. 
Pendekatan ilmu hukum mencoba untuk menentukan konsep-
konsep hukum dan hubungannya yang independen dengan asas-asas 
dan nilai-nilai non hukum. Kedua pendekatan ini meskipun memiliki 
perbedaan meskipun keduanya memfokuskan secara besar pada 
kandungan dan pengaruh Hukum terhadap perilaku sosial serta 
kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh masyarakat dalam “the sosial 
world” mereka.Pada organisasi sosial dan perkembangan sosial serta 
pranata hukum.Tentang bagaimana hukum itu dibuat dan tentang kondisi-
kondisi sosial yang menimbulkan hukum”. 
Apabila kita membuat konstruksi hukum dan membuat kebijakan-
kebijakan untuk merealisir tujuan-tujuannya, maka merupakan suatu hal 
yang esensial bahwa kita mempunyai pengetahuan empiris tentang akibat 
yang dapat ditimbulkan dengan berlakunya undang-undang atau 
kebijakan-kebijakan tertentu terhadap perilaku masyarakat. Sesuai 
dengan pendekatan sosiologis harus dipelajari undang-undang dan 
hukum itu, tidak hanya berkaitan dengan maksud dan tujuan moral 
etikanya dan juga tidak hanya yang berkaitan dengan substansinya, akan 
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tetapi yang harus kita pelajari adalah yang berkaitan dengan bagaimana 
undang-undang itu diterapkan dalam praktik. 
Curzon (Ahmad Ali, 2012: 128) menjelaskan: 
“The term „legal sociology‟ has been used in some texts to refer to a 
spesific study of situations in which the rules of law operate, and of 
behavior resulting from the operation of those rules”. 
Kajian terhadap hukum dapat dibedakan ke dalam beberapa 
pandangan di antaranya bahwa selain kajian sosiologi hukum terdapat 
pula kajian normatif dan kajian filosofis. Jika dalam kajian empiris 
sosiologis memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan 
sosial, kultur dan hal-hal empiris lainnya, maka kajian normatif 
memandang hukum dalam wujudnya sebagai kaidah, yang menentukan 
apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kajian normatif 
menekankan kajian pada law in books, hukum sebagaimana mestinya, 
olehnya itu berada dalam dunia sollen. Di samping itu, juga kajian normatif 
pada umumnya bersifat preskriptif, yaitu sifat yang menentukan apa yang 
salah dan apa yang benar. Kajian normatif terhadap hukum antara lain 
ilmu hukum pidana positif, ilmu hukum perdata positif, ilmu hukum tata 
negara, dan lain-lain. 
Selanjutnya yang menjadi obyek utama kajian sosiologi hukum 




1. Menurut istilah Donald Black (1976: 2-4) dalam mengkaji hukum 
sebagai Government Social Control, sosiologi hukum mengkaji 
hukum sebagai perangkat kaidah khusus yang berlaku serta 
dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam suatu 
kehidupan masyarakat. Hukum dipandang sebagai rujukan yang 
akan digunakan oleh pemerintah dalam hal, melakukan 
pengendalian terhadap perilaku warga masyarakat. 
2. Persoalan pengendalian sosial tersebut oleh sosiologi hukum 
dikaji dalam kaitannya dengan sosialisasi yaitu proses dalam 
pembentukan masyarakat. Sebagai makhluk sosial yang 
menyadari eksistensi sebagai kaidah sosial yang ada dalam 
masyarakatnya, yang meliputi kaidah moral, agama, dan kaidah 
sosial lainnya. Dengan kesadaran tersebut diharapkan warga 
masyarakat menaatinya, berkaitan dengan itu maka tampaklah 
bahwa sosiologi hukum, cenderung memandang sosialisasi 
sebagai suatu proses yang mendahului dan menjadi pra kondisi 
sehingga memungkinkan pengendalian sosial dilaksanakan 
secara efektif. 
3. Obyek utama sosiologi hukum lainnya adalah stratifikasi. 
Stratifikasi sebagai obyek yang membahas sosiologi hukum 
bukanalah stratifikasi hukum seperti yang dikemukakan oleh 
Hans Kelsen dengan teori grundnormnya, melainkan stratifikasi 
yang dikemukakan dalam suatu sistem kemasyarakatan. Dalam 
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hal ini dapat dibahas bagaimana dampak adanya strstifikasi 
sosial terhadap hukum dan pelaksana hukum.  
4. Obyek utama lain dari kajian sosiologi hukum adalah 
pembahasan tentang perubahan, dalam hal ini mencakup 
perubahan hukum dan perubahan masyarakat serta hubungan 
timbal balik di antara keduanya. Salah satu persepsi penting 
dalam kajian sosiologi hukum adalah bahwa perubahan yang 
terjadi dalam masayarakat dapat direkayasa, dalam 
arti direncanakan terlebih dahulu oleh pemerintah dengan 
menggunakan perangkat hukum sebagai alatnya. 
Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas maka lahirlah 
konsep law as atool of social engineering yang hukum sebagai alat 
rekayasa sosial berati bahwa hukum sebagai alat untuk mengubah secara 
sadar maupun secara tidak sadar sebuah konstruksi masyarakat. Oleh 
karena itu, dalam upaya menggunakan hukum sebagai alat rekayasa 
sosial diupayakan bagaimana mengoptimalkan upaya hukum. Upaya 
hukumpun menjadi salah satu topik bahasan sosiologi hukum (Achmad 
Ali, 1998: 98-103). 
Dalam kajian sosiologi hukum, eksistensi pengadilan tidak mungkin 
netral atau otonom. Pengadilan dalam persefektif sosiologi hukum hanya 
dipandang sebagai sebuah pranata sosial untuk mencari keadilan. 
Bagaimanapun setiap pengadilan yang berada pada suatu negara, sangat 
wajar jika memiliki keberpihakan pada ideologi dan “political will” 
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negaranya. Oleh karenanya, adalah tidak aneh bagi sosiologi hukum jika 
pengadilan menjadi ”älat politik”, sebagaimana yang dinyatakan oleh 
Curzon (1979: 19): 
“…the core of political jurisprudence is a vision of the courts as 
political agencies and judges as political actors…” 
Oleh karena itu, sosiologi hukum bukanlah sosiologi ditambah 
hukum, sehingga pakar sosiologi hukum adalah seorang juris dan bukan 
seorang sosiolog. Tidak lain karena seorang sosiolog hukum pertama-
tama harus mampu membaca, mengenal dan memahami, berbagai 
fenomena hukum sebagai objek kajiannya. Setelah itu, ia tidak 
menggunakan pendekatan ilmu hukum (dogmatik) untuk mengkaji dan 
menganalisis fenomena hukum tadi, melainkan ia melepaskan diri ke luar 
dan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial (Achmad Ali, 1998: 18). 
Dari pemaparan di atas jelas menggambarkan bagaimana ruang 
lingkup dari sosiologi hukum lebih banyak memposisikan masyarakat 
sebagai optik kajiannya. Peranan institusi atau lembaga dalam 
masyarakat tidak lepas dari sorotan sosiologi hukum. Intinya adalah kalau 
kecenderungan hukum secara normatif dikenal dengan “Law in text” 
hukum adalah apa yang tertulis dalam Undang-undang maka dalam 
persfektif sosiologi hukum  dikenal dengan “Law in action”, hukum adalah 
apa yang ada dalam kenyataan masyarakat. Perbedaan ini jelas sangat 
signifikan, satu memposisikan hukum sebagai sesuatu yang pasif satu 




C. Konsep Kekerasan  
Tentang masalah kekerasan oleh Johan Galtung dibagi menjadi 
tiga dimensi kekerasan, Galtung merumuskan tiga tipe ideal kekerasan, 
yaitu kekerasan struktural, kekerasan langsung dan kekerasan budaya. 
Kekerasan langsung seringkali didasarkan atas penggunaan kekuasaan 
sumber (resource power). Berikut konsep kekerasan menurut Johan 
Galtung (Novri Susan 2009 : 111) :  
1. Kekerasan Struktural 
 Menurut Galtung ketidakadilan yang diciptakan oleh suatu sistem 
yang menyebabkan manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan 
dasarnya (human needs) merupakan konsep kekerasan struktural 
struktural violence). Kekerasan model ini dapat ditunjukkan dengan rasa 
tidak aman karena tekanan lembaga-lembaga militer yang dilandasi oleh 
kebijakan politik otoriter, pengangguran akibat sistem tidak menerima 
sumber daya manusia di lingkungannya, diskriminasi ras atau agama oleh 
struktur sosial atau politik sampai tidak adanya hak untuk mengakses 
pendidikan secara bebas dan adil. Juga, manusia mati akibat kelaparan, 
tidak mampu mengakses kesehatan adalah konsep kekerasan struktural.  
 Contoh dalam sejarah Indonesia, Pemerintah kolonial Belanda 
tidak pernah memberi hak pendidikan pada masyarakat pribumi. Hanya 
kalangan tertentu dari penduduk pribumi yang bisa mengakses sekolah, 
yaitu golongan bangsawan yang memiliki tanah-tanah perkebunan dan 
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bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Kekerasan struktural pada 
masa ini bisa dilihat didaerah-daerah industri yang ternyata tidak 
melibatkan masyarakat sekitar dalam proses industri, misalnya industri di 
Papua dengan perusahaan Freeport yang menambang tembaga dan 
emas, Freeport yang telah mengeksploitasi alam dengan hasil kekayaan 
alam dengan hasil kekayaan yang berlimpah-limpah ternyata tidak 
meningkatkan kebutuhan dasar masyarakat sekitar. Permasalahan ini 
berangkat dari tidak dilibatkannya secara signifikan peran masyarakat 
didalam industri Freeport dengan alasan tidak punya keterampilan atau 
keahlian yang memadai untuk industri. Karena tidak terlibat atau bisa 
mengakses pekerjaan dalam industri di Freeport, maka masyarakat tidak 
mempunyai penghasilan yang bisa memenuhi berbagai kebutuhan dasar 
mereka, seperti pendidikan berkualitas dab kesehatan. Rasa aman pun 
juga sering kali terusik karena pengawasan institusi militer terhadap ruang 
gerak mereka dalam kaitannya dengan industri Freeport terasa sangat 
ketat sekali. 
 Pada kasus lain misalnya kekerasan struktural terhadap etnis Cina. 
Sampai pada tahun 2003 masih terdapat 64 aturan warisan rezim Orba 
yang membatasi gerak gerik dan pengutaraan budaya Cina yang masih 
belum dicabut. Ada pendapat yang menyatakan bahwa institusionalisasi 
diskriminasi tersebut hanyalah lanjutan dari zaman kolonial Belanda, 
berbagai aturan yang mendeskriminasi etnis Cina tersebut jelas 
merupakan kekerasan struktural. Bahkan ketika ada etnis Cina yang 
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mengharumkan nama Indonesia di blantika Internasional pada bidang 
olahraga bulutangkis, dia tetap saja kesulitan mendapatkan KTP (kartu 
tanda penduduk) Indonesia. 
 Sesungguhnya kekerasan struktural menyebabkan tertindasnya 
manusia dan kelompok sosial sehingga mengalami berbagai kesulitan 
untuk hidup. Pada level yang tinggi kekerasan bisa membunuh manusia, 
seperti akibat kelaparan ataupun kesehatan yang tidak terjamin padahal 
tampak begitu melimpah kekayaan yang ada. Katakanlah harga obat-
obatan yang terlalu mahal menyebabkan orang miskin tidak bisa 
membelinya. Ketidakmampuan membeli karena mereka tidak 
berkesempatan memperoleh pekerjaan dari negara yang kekayaannya 
melimpah ruah ini. Sehingga dapat dikatakan jika ada orang miskin 
Indonesia yang meninggal karena sakit, tanpa mendapat akses 
kesehatan, merupakan hasil dari kekerasan struktural. 
2. Kekerasan Langsung 
 Kekerasan langsung (direct violence)dapat dilihat pada kasus-
kasus pemukulan seseorang terhadap orang lainnya dan menyebabkan 
luka-luka pada tubuh. Suatu kerusuhan yang menyebabkan orang atau 
komunitas mengalami luka-luka atau kematian dari serbuan kelompok 
lainnyajuga merupakan kekerasan langsung. Ancaman atau teror dari satu 
kelompok yang menyebabkan ketakutan dan trauma psikis juga 
merupakan bentuk kekerasan langsung. 
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 Dalam kekerasan langsung ada hubungan subje- tindakan-objek 
seperti kita lihat pada seseorang yang melukai orang lain dengan aksi 
kekerasan. Beberapa kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia dapat 
menjadi contoh kekerasan langsung dari individu ke individu lain atau 
kelompok ke kelompok lain. Beberapa contoh konflik kekerasan yang bisa 
menjadi aksi kekerasan langsung, seperti kekerasan antara etnis Dayak 
dan Madura di Kalimantan, antaraetnis Ambon Kristen dan Muslim, 
penculikan wartawan oleh gerakan separatis Aceh maupun Papua, 
penyiksaan terhadap aktivis gerakan demokrasi oleh militer, masyarakat 
terhadap mereka yang dicurigai sebagai dukun santet, dan berbagai 
kasus kekerasan langsung lainnya. 
3. Kekerasan Budaya 
 Kekerasan budaya bisa disebut sebagai motor dari kekerasan 
struktural dan langsung, karena sifat budaya bisa muncul pada dua tipe 
kekerasan tersebut. Kekerasan budaya (cultural violence) dilihat sebagai 
sumber lain dari tipe-tipe konflik melalui produksi kebencian, ketakutan 
dan kecurigaan. Sumber kekerasan budaya ini bisa berangkat dari 
etnisitas, agama maupun ideologi. Galtung menekankan makna 
kekerasan budaya yang ia maksud bukanlah menyebut kebudayaan  
sebagai keseluruhan sistemnya, namun aspek-aspek dari kebudayaan itu. 
Galtung memberi definisi pada kekerasan budaya: “kekerasan budaya 
adalah aspek-aspek dari kebudayaan, ruang simbolis dari keberadaan 
masyarakat manusia-dicontohkan oleh agama dan ideologi, bahasa dan 
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seni, ilmu pengetahuan empiris dan formal (logis, matematis)- yang bisa 
digunakan untuk menjustifikasi atau melegitimasi kekerasan struktural dan 
langsung.  
D. Penegakan Hukum 
Menyinggung tentang ruang lingkup penegakkan hukum, maka kita 
akan melihat bagaimana luasnya pembahasan dalam hukum, karena 
mencakup hal-hal yang langsung dan tidak langsung terhadap orang yang 
terjun dalam bidang penegakkan hukum. Akan tetapi yang dimaksud 
dengan penegakkan hukum disini lebih spesifik tentang masalah 
penegakkan hukum yang tidak hanya mencakup “law enforcement”, juga 
meliputi “peace maintenance”. Adapun orang-orang yang terlibat dalam 
masalah penegakkan hukum di Indonesia ini adalah diantaranya polisi, 
hakim, kejaksaan, pengacara dan lembaga pemasayarakatan atau 
penjara.Kepolisian, kehakiman, kejaksaan, pengacara, lembaga 
pemasyarakatan adalah institusi penegak hukum. Penegakan hukum 
sangat bergantung dari efektifitas peran dan fungsi dari semua lembaga 
tersebut. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk 
tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai 
pedoman perilaku dalam hal lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum 
dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara (Jimly Asshiddiqie, tt:1). 
Wayne lafavre di dalam buku Soerjono Soekanto (2008:7) juga 
menjelaskan penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya 
merupakan penerapan diskresi yang menyangkut pembuatan kputusan 
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yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai 
unsur penilaian pribadi.  
 Hukum bukan hanya sekedar kumpulan peraturan tingkah laku 
belaka, tapi juga manifestasi konsep-konsep, ide, gagasan dan cita-cita 
sosial mengenai pola ideal sistem pengaturan dan pengorganisasian 
kehidupan masyarakat. Hal itu jelas tercermin dalam konsep atau cita-cita 
tentang keadilan sosial, kesejahteraan hidup bersama, ketertiban dan 
ketentraman masyarakat yang sudah tertata dalam sebuah sistem  
demokrasi. Pola ideal sistem pengaturan dan pengorganisasian 
kehidupan masyarakat dengan sarana hukum ini meliputi seluruh aspek 
kehidupan masyarakat, baik dalam bidang sosial dan budaya maupun 
dalam bidang ekonomi dan politik. dalam konteks ini, hukum merupakan 
pedoman bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat.  
 Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa bidang penegakan 
hukum tidak hanya mencakaup law enforcement, akan tetapi juga peace 
maintenance. Penegakan hukum yang dimaksud dalam bidang tersebut 
lebih mengarah kepada lembaga penegakan hukum atau penegak hukum. 
Secara sosiologis, menurut Soerjono Soekanto (1983:19-21) setiap 
penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). 
Peranan-peranan lembaga tersebut dapat dijabarkan ke dalam unsur-
unsur sebagai berikut: 
1. Peranan yang ideal (ideal role) 
2. Peranan yang seharusnya (Expected role) 
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3. Peranan yang dianggap baik (perceived role) 
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role) 
 Hukum merupakan kaidah tertinggi yang harus diikuti oleh 
masyarakat dalam melakukan interaksi sosial, dan oleh penguasa negara 
dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 
Perlu diketahui, bahwa hukum bukanlah merupakan kaidah yang bebas 
nilai, dimana manfaat dan mudaratnya tergantung kepada manusia 
pelaksananya atau orang yang menerapkannya. Tetapi hukum merupakan 
kaidah yang sarat nilai, menentukan identitasnya, harapan-harapannya, 
dan cita-citanya. Singkatnya, hukum memiliki logika sendiri, kehendak 
sendiri, dan tujuan sendiri. Walaupun demikian, hukum tidak dapat 
merealisasikan sendiri kehendak-kehendaknya tersebut, karena ia hanya 
merupakan kaidah. Oleh karena itu dibutuhkan kehadiran manusia untuk 
mewujudkan (aparat penegak hukum). Dengan cara memandang hukum 
seperti itu, maka penegakkan hukum (law enforcement) tidak sekedar 
menegakkan mekanisme formal dari suatu aturan hukum, tapi juga 
mengupayakan perwujudan nilai-nilai keutamaan yang terkandung dalam  
hukum tersebut. Penegakkan hukum yang hanya mengandalkan prosedur 
formal, tanpa mengaitkan secara langsung dengan spirit yang 
melatarbelakangi lahirnya kaidah-kaidah hukum, membuat proses 
penegakkan hukum akan berlangsung dengan cara yang sangat 
mekanistik. Padahal tuntutan hukum bukan hanya pada pelembagaan 
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prosedur dan mekanismenya, tapi juga pada penerapan nilai-nilai 
substantifnya.  
 Dalam proses perubahan sosial, faktor-faktor yang berpengaruh 
terhadap bekerjanya hukum dalam masyarkat bukan hanya faktor internal 
dalam sistem hukum itu sendiri (hukum, aparat, organisasi, fasilitas), tapi 
juga faktor-faktor eksternal di luar sistem hukum, seperti sistem sosial, 
politik, ekonomi, dan budaya. Melihat kenyataan di atas, dapat dikatakan 
bahwa hukum sangat erat dengan kemasyarakatan, oleh karenanya 
hubungan antara hukum dan penegak hukum yang satu dengan yang 
lainnya sangat erat sekali. Hal ini sesuai dengan sebuah statemen yang 
menyatakan bahwa hukum secara sosiologis itu sangat penting, dan 
merupakan lembaga kemasyarakatan (sosial institution) yang merupakan 
kumpulan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola-pola perilakuan yang berkisar 
pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia.  
 Berdasarkan hal di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa masalah 
pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada factor-faktor yang 
mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang 
netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-
faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut (Soerjono 
Soekanto, 1983:78) : 
1. Faktor hukumnya sendiri; 
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang akan 
membentuk maupun menerapkan hukum; 
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3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan 
hukum;. 
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut 
berlaku atau diterapkan;. 
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa 
yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 
Kelima faktor tersebut saling berkaitan eratnya, oleh karena 
merupakan esensi dari penegakan hukum, juga sekaligus tolak ukur 
daripada efektivitas penegakan hukum. 
E. Fenomena Kekerasan Kelompok Geng Motor 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2001), geng 
berarti sebuah kelompok atau gerombolan remaja yang dilatarbelakangi 
oleh persamaan latar sosial, sekolah, daerah, dan sebagainya. 
Sedangkan motor dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai kata 
benda yang menjadi tenaga penggerak. Pelakunya dikenal dengan 
sebutan gengster. Sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris, 
gangster. Gangster atau bandit berarti suatu anggota dalam sebuah 
kelompok kriminal (gerombolan) yang terorganisir dan memiliki kebiasaan 
urakan dan anti-aturan (Wikipedia Dictionary). Dan geng motor sendiri 
dilandasi oleh aktivitas kesenangan di atas motor. Umumnya keberadaan 
mereka ada di setiap kota besar dan perilakunya telah menjadi penyakit 
sosial yang akut. 
Yamil Anwar Adang mengemukakan bahwa (2010 :391) : 
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Geng delinquen banyak tumbuh dan berkembang di kota-kota 
besar, dan bertanggung jawab atas banyaknya kejahatan dalam bentuk 
pencurian, perusakan milik orang lain, dengan sengaja melanggar 
danmenentang otoritas orang dewasa serta moralitas yang konvensional, 
melakukan tindakan kekerasan meneror lingkungan, dan lain-lain. Pada 
umumnya anak-anak remaja ini sangat agresif sifatnya, suka berbaku 
hantam dengan siapa pun tanpa suatu sebab yang jelas, dengan tujuan 
sekedar untuk mengukur kekuatan kelompok sendiri, serta membuat onar 
di tengah lingkungan.  
Berdasarkan uraian di atas, ciri-ciri karakteristik geng diantaranya 
yaitu:  
Jumlah anggotanya sekitar antara 3-40 anak remaja, jarang 
beranggotakan lebih dari 50 orang anak remaja; anggota geng lebih 
banyak terdiri dari anak-anak laki-laki ketimbang anak perempuan, 
walaupun ada juga anak perempuan yang ada di dalamnya.Dalam hal 
pengertian ada perbedaan antara geng motor dengan kelompok 
pengguna motor (club motor) yang harus dipahami oleh masyarakat luas. 
Muhammad Mustaqim membahas mengenai perbedaan tersebut. 
Perbedaannya adalah club motor merupakan kelompok yang mengusung 
merek atau spesifikasi tertentu dengan perangkat organisasi formal untuk 
menjadi anggotanya dan kegiatan club motor jauh dari hal-hal yang 
berbau negatif. Hal ini bertolak belakang dengan berbagai jenis kegiatan 
geng motor yang cenderung negatif seperti mencuri, tawuran, melakukan 
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penganiayaan bahkan membunuh. Sedangkan dari segi pengertian, geng 
motor memiliki pengertian lebih sederhana dibandingkan club motor, 
karena geng motor merupakan kumpulan orang pencinta motor tanpa 
membedakan jenis motor yang dikendarai(Kartini Kartono  1986:14).  
Kebanyakan geng tersebut pada awalnya merupakan kelompok 
yang melakukan kegiatan bersama untuk mencari pengalaman baru untuk 
merangsang jiwa mereka. Dari permainan yang netral dan menyenangkan 
hati, lama-kelamaan perbuatan mereka menjadi semakin liar dan tidak 
terkendali, ada diluar control orang dewasa. Lalu berubahlah aksi-aksinya 
menjadi tindak kekerasan dan kejahatan. kemahiran dan kelebihannya jika 
dibandingkan dengan para anggota kelompok lainnya. Untuk menunjukan 
keberadaannya, geng lalu menentukan daerah operasi sendiri. Dengan 
sengaja kemudian banyak dimunculkan pertengkaran dan perkelahian 
antar geng guna memperebutkan kedudukan sosial dalam geng tersebut. 
Banyaknya pertengkaran dan perkelahian massal itu diharapkan dapat 
menumbuhkan semangat korps, yaitu merupakan kepatuhan dan 
kesadaran yang menuntut setiap anggota menjadi sesuatu yang tidak 
dapat dipisahkan dari geng tersebut, disertai loyalitas dan kepatuhan 
mutlak. 
Menurut Collins hal yang sangat berpengaruh pada proses 
identifikasi geng adalah fenomena pengucilan sosial. Alasan mengaku 
sebagai anggota geng adalah untuk menegaskan keberadaan sosialnya 
dan mendapatkan perlindungan secara terus-menerus. Secara umum 
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anak-anak muda yang menyatakan dirinya anggota geng, akan cenderung 
dalam perilaku yang antisosial dan kriminal dibandingkan dengan mereka 
yang tidak mengaku menjadi anggota geng. Ajakan untuk bergabung 
dalam geng motor tersebut disebabkan olehbeberapa faktor. Antara lain, 
pertama, remaja atau pelajar tergiur dengan aktivitaskonvoi yang 
dilaksanakan seusai waktu belajar sekolah. Kedua, 
keterpaksaanbergabung karena ancaman berupa pemukulan dan 
pemerasan oleh anggota seniorgeng motor yang telah ada sebelumnya di 
sekolah atau daerah pemukimantersebut. Ketiga, kefrustasian terhadap 
keadaan lingkungan keluarga yang tidakharmonis. Keempat, kebutuhan 
terhadap eksistensi diri di lingkungan sekolahmaupun lingkungan bermain 
akibat kondisi psikis yang labil seperti merasa terasing dari lingkungan, 
merasa kurang pengalaman, canggung di dalam bergaul,dan agresivitas 
untuk mencoba sesuatu hal yang dianggap baru, senang, dan unik. 
Di dalam kelompok geng kemudian muncul bahasa sendiri dengan 
penggunaan kata dan istilah khusus yang hanya dapat dimengerti oleh 
para anggota geng itu sendiri. Dari seluruh kelompok itu selanjutnya 
muncul suatu tekanan kepada semua anggota kelompok, agar setiap 
individu mau menghormati dan mematuhi segala perintah yang sudah 
ditentukan (Mulyana Kusumah 1981:97). 
Lambat laun dalam geng akan timbul benturan untuk 
memperebutkan peranan sosial tertentu. Muncullah kemudian secara 
spontan seorang atau beberapa tokoh pemimpin, yang kemunculannya 
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lewat banyak konflik dan adu kekuatan melawan kawan-kawan sebaya 
atau dengan melakukan hal-hal yang berbahaya. Posisi kepemimpinan ini 
sangat ditentukan oleh kualitas individualnya, yaitu oleh 
beberapakemahiran dan kelebihannya jika dibandingkan dengan para 
anggota kelompok lainnya.  
Untuk menunjukan keberadaannya, geng lalu menentukan daerah 
oprasi sendiri. Dengan sengaja kemudian banyak dimunculkan 
pertengkaran dan perkelahian antar geng guna memperebutkan 
kedudukan sosial dalam geng tersebut. Banyaknya pertengkaran dan 
perkelahian massal itu diharapkan dapat menumbuhkan semangat korps, 
yaitu merupakan kepatuhan dan kesadaran yang menuntut setiap anggota 
menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari geng tersebut, disertai 
loyalitas dan kepatuhan mutlak (Kartini Kartono, 1986:14) .  
Menurut Collins(Rob White, 2008:40), hal yang sangat berpengaruh 
pada proses identifikasi geng adalah fenomena pengucilan sosial. Alasan 
mengaku sebagai anggota geng adalah untuk menegaskan keberadaan 
sosialnya dan mendapatkan perlindungan secara terus-menerus. Secara 
umum anak-anak muda yang menyatakan dirinya anggota geng, akan 
cenderung dalam perilaku yang antisosial dan kriminal dibandingkan 






F. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Kekerasan yang dilakukan oleh kelompok geng motor yang 
menyebabkan keresahan masyarakat adalah suatu perbuatan yang bisa 
dikategorikan sebagai sebuah kejahatan, sebuah tindak pidana yang 
memerlukan upaya penanggulangan. Dan secara umum dikenal ada tiga 
upaya pencegahan sebagai berikut: 
1. Pre-Emtif 
Yang dimaksud dengan upaya Pre-emtif adalah upaya-upaya 
yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya 
tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam 
penanggulangan kejahatan  secara Pre-Emtif adalah 
menanamkan nilai-nilai, norma-norma yang baik sehingga norma-
norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun 
ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada 
niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi 
kejahatan. Jadi dalam usaha Pre-Emtif faktor niat akan menjadi 
hilang meskipun ada kesempatan. 
2. Preventif 
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindakan lanjut dari 
upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum 
terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah 
menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. 
Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu 
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dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat 
penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan 
tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan 
untuk melakukan sebuah tindak pidana atau kejahatanditutup. 
3. Represif 
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak 
pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum 






















A. Lokasi Penelitian 
Dalam proposal ini penelitian dilakukan di Kota Makassar terkait 
dengan lembaga yang khusus menyajikan data tentang kekerasan yang 
dilakukan oleh kelompok geng motor di kantor Kepolisian Resort Kota 
Besar Makassar. Sebab dari hasil peninjauan penulis sebelumnya bahwa 
masalah tersebut kepolisian sebagai institusi penegak hukum memiliki 
informasi tentang fenomena kekerasan yang dilakukan oleh geng motor. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Dalam penulisan proposal ini penulis menggunakan jenis data: 
1.Data Primer 
Data diperoleh dari penelitian lapangan, berupa wawancara 
langsung dengan pihak kepolisian, warga kota Makassar yang 
menjadi korban kekerasan kelompok geng motor dan pihak yang 
bersangkutan dengan pokok permasalahan yang diangkat  
dalam penulisan skripsi ini. 
2.Data Sekunder 
Data ini diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yakni dengan 
mempergunakan dan mengumpulkan buku-buku atau kitab-kitab 
bacaan dari perpustakaan dan berbagai toko-toko buku. Buku 
yang digunakan adalah buku yang ada hubungannya atau 
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relevansinya dengan pembahasan skripsi ini serta 
mempergunakan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan 
penelitian ini, misalnya dengan artikel atau jurnal yang memiliki 
keterkaitan secara langsung terhadap objek yang menjadi 
sampel penelitian. 
 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian 
ini adalah: 
1. Metode interview, yaitu penulis mengadakan wawancara dan 
Tanya jawab dengan pihak kepolisian dan pihak yang terkait 
dengan kekerasan yang dilakukan oleh geng motor di kota 
Makassar ini guna memperoleh data dan informasi yang 
diperlukan. 
2. Metode dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dari 
dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang diberikan pihak yang 
relevan dengan permasalahan yang dibahas 
 
4. Analisis Data 
Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini 
baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya 
kualitatif maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
kualitatif, dimana proses pengolahan datanya setelah data tersebut 
terkumpul dan dianggap telah cukup kemudian data tersebut diolah dan 
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dianalisis secara dedukatif yaitu berlandaskan kepada dasar-dasar 
pengetahuan umum kemudian meniliti persoalan yang bersifat dari 
























HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A . Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan yang 
dilakukan oleh geng motor di kota Makassar 
  Fenomena kekerasan yang dilakukan geng motor di kota 
Makassar sangatlah meresahkan warga kota Makassar. Fenomena 
kekerasan yang dilakukan oleh  geng motor ini menjamur diberbagai 
wilayah di Kota Makassar  yang jumlahnya dari waktu kewaktu semakin 
meningkat.  
 Tindakan yang dilakukan geng motor membuat rasa aman warga 
menjadi terusik dan kehadiran geng Motor ini juga telah mencuri perhatian 
masyarakat. Tindakan geng motor yang kian berani yang bukan hanya 
melakukan perkelahian sesama geng motor tetapi juga melakukan 
perkelahian dengan warga serta melakukan tindak pidana lainnya seperti 
perampokan, pencurian, bahkan penganiayaan yang mengakibatkan 
kematian. 
            Bamin Sat Reskrim Aiptu Awaluddin mengatakan, pasca 
diciduknya beberapa pelaku kekerasan yang dilakukan oleh geng motor. 
Dari hasil identifikasi sementara, sedikitnya terdapat lima geng motor yang 
diduga kerap melakukan tindakan kriminal, selain kelompok Mappakoe 
yang dikenal kerap melakukan kekerasan . 
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 Pendapat AIPTU Awaluddin mengenai faktor penyebab kelompok 
geng motor melakukan kekerasan adalah sebagai berikut: 
  "Jadi ada beberapa kasus yang tidak memiliki nama kelompok 
geng tapi karena melakukan tindak pidana dengan menggunakan lebih 
dari satu motor maka mereka dikenal sebagai anggota geng motor. Nah 
kalau kita berbicara faktor apa yang menyebakan mereka melakukan 
kekerasan sebenarnya dipengaruhi berbagai faktor, misalnya pengaruh 
sosial seperti ajakan teman-temannya untuk meminum minuman keras, 
karena kebutuhan ekonomi, faktor psikologi karena rata-rata pelakunya 
remaja labil jadi mudah terpengaruh oleh ajakan teman-temannya, terus 
karena rata-rata mereka menganggap kelompok mereka ditakuti sama 
geng motor yang lain, padahal kalau karena alasan ekonomi , maka 
alasan itu terbantahkan sendiri sebab mereka memiliki kendaraan 
bermotor, rata-rata anak sekolahan pelakunya tapi bergaulnya sama 
pengangguran yang cenderung anarkis akhirnya ikut-ikutan juga akhirnya 
terpengaruh melakukan tindak kriminal. Ada juga yang tujuannya mau 
menyerang waria di panaikang karena meresahkan warga sekitar nah 
mereka memang melakukan aksinya diatas jam 10 malam, nah kalau 
mereka beraksi mereka bagi kelompok, misalnya kasus yang di jalan 
landak yang minimarket (indomaret) , ada yang jaga-jaga di depan, ada 
yang khusus bawa senjata tajam kayak parang, anak panah (busur), ada 
yang khusus masuk menyerang masuk didalam minimarket,," 
jelasnya.(Wawancara 20/1/2015 di Polrestabes Makassar) 
 
  
Jadi menurut AIPTU Awaluddin bahwa secara garis besar faktor 
yang memicu terjadi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok geng motor 
tersebut adalah faktor-faktor sosial (pengaruh lingkungan seperti ajakan 
teman yang sebelum melakukan aksinya mereka minum minuman 
beralkohol bahkan mengkonsumsi narkoba), faktor psikologi (dendam 
lama) kondisi kejiwaan remaja yang labil yang berani menggunakan 
senjata tajam yang dampak terburuknya adalah hilangnya nyawa yang 
seseorang atau lebih. 
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 Beradasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang dianggap 
relevan dalam memberikan data dan atau informasi maka penulis 
merumuskan data dalam bentuk tabel tentang kekerasan yang dilakukan 
oleh geng motor di kota Makassar sebagai berikut : 
Tabel 1. Data Kasus Kekerasan yang dilakukan oleh Geng Motor di 
Kota Makassar 2013-2014 















Dua kasus pembakaran; tiga kasus kepemilikan 
senjata tajam; satu penganiayaan biasa; satu kasus 
pencurian dengan kekerasan;dua penganiayaan 
dengan senjata tajam; satu kasus penganiayaan 







Enam kasus pencurian dengan kekerasan; 
pencurian dengan senjata tajam; empat kasus 
penganiayaan yang mengakibatkan kematian; dua 








Sumber: Polrestabes Kota Makassar, 20 Januari Tahun 2015 
 50 
 
 Berdasarkan data yang diperoleh penulis pada tanggal 20 Januari 
2015 di atas, presentasi kasus kekerasan yang dilakukan oleh geng motor 
di kota Makassar mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni 
pada tahun 2013 jumlah kasus yang dilakukan oleh geng motor 11kasus, 
sementara pada tahun berikutnya yaitu tahun 2014 naik menjadi 13 kasus. 
 Fenomena meningkatnya kasus kekerasan yang dilakukan oleh 
kelompok geng motor ini menurut AIPTU Awaluddin disebabkan pula oleh 
minimnya kesadaran dan pengawasan dari pelaku dan orang tua pelaku, 
sehingga memberikan peluang atau kesempatan bagi pelaku untuk 
melakukan kekerasan, faktor budaya juga merupakan salah satu penyebab 
terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh kelompok geng motor di kota 
Makassar yang dimana sebagaian warga kota Makassar bertempramen 
tinggi atau mudah tersinggung. 
 Masih menurut AIPTU Awaluddin bahwa penyebab terjadinya kasus 
ini dipengaruhi oleh niat dan kesempatan pelaku cukup memungkinkan 
untuk melakukan kekerasan, misalnya karena tidak ada pihak penegak 
hukum dalam hal ini aparat kepolisian yang melakukan patroli pada waktu 
dan tempat dimana kekerasan akan terjadi. 
 Penyebab terjadi kekerasan yang dilakukan oleh oleh kelompok 
geng motor di kota Makassar adalah faktor intern dan ekstern. Faktor intern 
adalah faktor yang berasal dari dalam dirinya sendiri atau biasa disebut 
dengan istilah faktor psikologis, sementara faktor ekstern adalah faktor 
yang berasal dari luar dirinya, faktor inilah kemudian yang merupakan 
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penyebab terbesar yang memungkinkan pelaku atau kelompok geng motor 
untuk melakukan kekerasan, seperti kesenjangan ekonomi, kesenjangan 
sosial,  dan sebagainya.  
1. Faktor Intern 
 a) Tingkat Pendidikan 
Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong 
seseorang untuk melakukan kekerasan atau tindak pidana.Hal itu 
disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang masih minim terhadap 
hal-hal seperti aturan yang baik dan benar dalam hidup bermasyarakat, 
tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor seseorang melakukan 
tindak pidana. Terkhusus mengenai kasus kekerasan yang dilakukan oleh 
geng motor, secara formal mereka sebagai peserta didik atau siswa di 
berbagai sekolah menengah ke atas di kota Makassar, namun secara 
substansial tidak tercerminkan dalam perilaku sehari-hari karena perilaku 
mereka tidak mencerminkan sebagaimana orang berpendidikan 
seharusnya, hal inilah yang kemudian menurut AIPTU Awalauddin bahwa 
peran orang tua sangat besar guna menanamkan nilai-nilai bermasyarakat 
yang ideal kepada anakanya sehingga tidak mudah terjerumus dalam 
kehidupan atau pergaulan yang cenderung meresahkan warga atau 
masyarakat sekitarnya. 
 b) Perilaku Individu 
Setiap orang yang tingkah lakunya baik maka akan baik pula 
penilaian orang lain terhadap dirinya, namun jika perilaku seseorang itu 
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buruk maka penilaian orang lain terhadap dirinya akan buruk pula sehingga 
hal inilah yang menyebabkan terjadinya kekacauan dalam hidup 
bermasyarakat. Perilaku seseorang yang mampu mengontrol tingkah 
lakunya dan mengembangkannya ke sesuatu yang positif dan lebih 
bermanfaat maka akan maka akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat 
baik bagi dirinya sendiri maupun buat masyarakat sekitarnya. 
 Menyinggung soal kekerasan geng motor dikota Makassar tidak 
terlepas dari perilaku individu itu sendiri, namun perilaku individu itu 
ternyata tidak terlepas pula daripada sebab apa yang membuat pelaku itu 
melakukan kekerasan secara berkelompok. Berdasarkan hasil wawancara 
peneliti dengan pelaku bahwa ternyata sebagaian besar mereka dalam 
keadaan mabuk-mabukan yang dimana perilaku itu dipengaruhi oleh 
minuman keras yang mengakibatkan mereka mabuk sehingga tidak 
mampu mengontrol perilaku mereka yang meresahkan warga sekitarnya. 
Selain pengaruh minuman keras yang mengakibatkan mereka melakukan 
kekerasan adalah pengaruh obat-obatan terlarang yang dimana berakibat 
pula pada perilaku pelaku yang tidak mampu mengontrol keadaan jiwa 
mereka (psikologi) yang cenderung mudah terpancing melakukan hal-hal 
yang membahayakan orang lain, dua faktor internal dalam hal perilaku 
inilah yang kemudian punya pengaruh besar dalam kenyataan khususnya 
kota Makassar yang dimana pelaku sebelum melakukan kekerasan mereka 
sebelumnya melakukan pesta minum-minuman keras atau obat-obatan 
terlarang sehingga tidak mampu lagi mengontrol perilakunya. 
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2. Faktor Ekstern 
 a) Kondisi Ekonomi 
Dalam hasil wawancara dengan salah satu pelaku geng motor yang 
tidak mau disebutkan namanya mengatakan bahwa faktor yang 
menyebabkan dia melakukan kekerasan adalah agar mampu memperoleh 
apa yang dia butuhkan, karena untuk memenuhi kebutuhannya itu tidak 
cukup atau tidak mampu secara finansial maka dia nekat mencuri di salah 
satu minimarket dijalan landak dengan melakukan kekerasan yang 
dilakukan secara berkelompok. Kondisi inilah yang menurut Plato bahwa 
disetiap negara dimana banyak terdapat orang miskin, dengan secara 
diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan penjahat dari 
beramacam-macam corak. Setiap tahun harga kebutuhan pokok hampir 
terus meningkat, sedangkan pendapatan tiap individu terkadang tidak  
sesuai dengan apa yang mereka butuhkan sehingga nekat untuk 
melakukan kekerasan guna untuk memperoleh apa yang mereka 
butuhkan. Demi memenuhi kebutuhan mereka kondisi inilah yang membuat 
seseorang atau lebih melakukan tindak pidana dengan beramai-ramai 
menggunakan motor atau dikenal dengan istilah geng motor. 
 b) Lingkungan sosial 
Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan sosial merupakan salah 
faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya tindak pidana yang dilakukan 
secara beramai-ramai dengan menggunakan motor. Seseorang yang hidup 
dalam lingkungan pergaulan yang mendukung melakukan kekerasan 
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dengan geng motor akan memiliki kecenderungan pula turut serta dalam 
fenomena ini. Dalam kasus yang terjadi di kota besar seperti kota 
Makassar, AIPTU Awaluddin kemudian menjelaskan bahwa pengaruh 
lingkungan sosial mereka juga jadi salah satu faktor selain pendidikan, 
perilaku (psokologi), dan ekonomi, seperti yang terjadi beberapa hari yang 
lalu di jalan Abdullah dg. Sirua bahwa awalnya mereka hanya berkumpul 
tanpa bermaksud melakukan kekerasan terhadap salah satu pengendara 
kendaraan bermotor yang lewat, namun karena salah satu diantara mereka 
menghasut mereka sehingga mereka kemudian tanpa berfikir panjang 
melakukan aksinya.dengan menjambret salah satu pengendara motor yang 
melintas disekitar mereka. Jadi lingkungan sosial mereka juga menjadi 
penentu mengapa mereka melakukan aksi yang tidak pantas itu. Selain itu 
kesempatan akan melakukan aksinya dipengaruhi juga oleh tidak adanya 
pihak yang berwajib melakukan patrol pada tempat dan waktu dimana aksi 
itu terjadi sehingga keberanian para pelaku semakin memuncak untuk 
melakukan aksinya. 
 
B .Upaya Penegak Hukum Dalam Memberantas Kekerasan Yang 
Dilakukan oleh Geng Motor di Kota Makassar 
 Fenomena kekerasan yang dilakukakan oleh kelompok geng motor 
khususnya di kota Makassar telah menarik perhatian dari berbagai pihak, 
salah satunya dari pengendara kendaraan roda dua yang sering 
melakukan aktifitas mereka dimalam hari seperti karyawan diswalayan atau 
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minimarket yang aktifitas pertokoan mereka sampai pagi hari atau 24 jam, 
warkop juga yang kadang menjadi salah satu perhatian pelaku kekerasan 
yang dilakukan oleh geng motor.  
Salah satu teman peniliti yang juga mahasiswa disalah satu 
perguruan tinggi negeri pernah mengaku menjadi korban kekerasan geng 
motor yang berjumlah tujuh motor yang dimana pada saat itu teman peniliti 
hendak bepergian ke bandara Sultan Hasanuddin guna mengantar 
temannya yang akan bepergian keluar kota, teman peneliti mengaku 
diancam dengan anak panah (busur) jika tidak menyerahkan segala 
barang atau harta yang dimiliki oleh teman peneliti, karena tidak memiliki 
daya untuk melakukan perlawanan atas kejadian tersebut teman peneliti 
mengaku menyerahkan segala harta atau barang bawaannya yang berupa 
laptop, handphone dan dompet. Akibat kejadian ini teman peniliti akhirnya 
melaporkan kejadian itu kepada aparat yang berwajib dalam hal ini pihak 
kepolisian di Polres Makassar Timur sesaat setelah para pelaku melarikan 
diri.Namun sampai saat ini teman peneliti mengaku belum ada konfirmasi 
dari para pihak kepolisian atas kejadian ini.Alasan dari para pihak berwajib 
atas kejadian ini yang belum menemukan para pelaku karena tidak adanya 
saksi dari fenomena tersebut. 
Terkait mengenai upaya apa yang dilakukan oleh para pihak 
berwajib dalam hal ini pihak Kepolisian Resort kota besar Makassar, maka 
peneliti menemukan hasil atau jawaban dari wawancara yang dilakukan 
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oleh peneliti yang bertempat di Kantor Polerstabes Makassar. Adapun 
upaya yang dilakukan oleh penegak hukum antara lain: 
1. Upaya Pre-emtif 
Upaya ini lebih menekankan pada menghilangkan niat akan 
terjadi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok geng motor, 
misalnya melakukan upaya penyuluhan hukum akan pentingnya 
kesadaran hukum dalam bermasyarakat terutama bagi remaja 
yang kerap menjadi pelaku aksi kekerasan kendaraan bermotor, 
pihak kepolisian juga mengaku dalam wawancara salah satu 
upaya yang dilakukan oleh pihak penegak hukum selain 
melakukan penyuluhan hukum adalah menyebar spanduk 
tentang anti kekerasan atau anarkis yang dilakukan oleh geng 
motor guna memberikan pemahaman kepada seluruh 
masyarakat kota Makassar agar tidak mudah terpancing atau 
ikut arus dalam menjalankan aksi kekerasan dengan 
menggunakan kendaraan maupun tidak menggunakan 
kendaraan. Efektif atau tidaknya upaya ini tergantung pada 
masyarakat Kota Makassar itu sendiri, namun dalam hal ini 
selain pelaku, seluruh pengendara kendaraan bermotor juga 
dihimbau agar melakukan upaya proteksi atau menjaga diri 
sendiri ketika berkendaraan pada waktu dan tempat dimana 
potensi kekerasan itu mudah terjadi misalnya di dalam 
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perjalanan dari tempat satu ketempat yang lain, warung kopi, 
mini market dan tempat keramaian lainnya di kota Makassar.  
2. Upaya Preventif 
Upaya ini selangkah lebih maju dibandingkan dengan preemtif. 
Jika pada upaya preemtif lebih menekankan pada upaya 
hilangnya niat pelaku, maka pada upaya preventif lebih kepada 
upaya menghilangkan kesempatan pelaku untuk melakukan 
kekerasan dengan menggunakan kendaraan yang disertai alat 
senjata tajam seperti anak panah, parang dan sebagainya 
dengan cara melakukan patrol. Menurut AIPTU Awaluddin 
bahwa upaya preventif ini sedikit lebih efektiv dibanding upaya 
preemtif, karena pada kenyataan atau berdasarkan hasil Operasi 
senjata tajam yang dilakukan oleh pihak kami yang berwajib 
menemukan beberapa alat atau barang bukti yang diduga akan 
digunakan pelaku melakukan aksinya, upaya preventif ini lebih 
rutin dilakukan oleh pihak kepolisian diberbagai tempat dan 
waktu dimana diduga sering terjadi kekerasan yang dilakukan 
oleh kelompok geng motor. Misalnya di jalan AP. Pettarani, 
Tamalanrea (Komp.BTP), Jl. Veteran, Jl. Sultan Alauddin, Jl. 
Abd. Dg. Sirua, Jl. Racing Center dan berbagai tempat lainnya di 
kota Makassar yang diduga kerap tejadi aksi kekerasan yang 
dilakukan oleh kelompok geng motor. Selain itu pihak kepolisian 
juga menyebar satuan Intelejen di berbagai wilayah seperti yang 
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peneliti peroleh dari hasil wawancara diberbagai wilayah di kota 
Makassar guna memberikan informasi penting tentang potensi 
terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh kelompok pengendara 
bermotor yang kerap melakukan aksi kekerasan 
3. Upaya Represif 
Represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi 
tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan 
hukum (law enforcement) dengan melakukan penindakan 
hukum terhadap pelaku tindak pidana/kejahatan. Beberapa 
bulan yang lalu beberapa pelaku kekerasan geng motor 
berusaha melarikan diri dari pengejaran pihak kepolisian setelah 
diketahui melakukan tindak pidana pencurian atau jambret yang 
dilakukan dijalan poros Sultan Alauddin Makassar-Gowa, pihak 
kepolisian akhirnya melepaskan timah panas kepada kedua 
pelaku yang berusa melarikan diri, dari tangan pelaku 
ditemukan barang bukti seperti laptop dan dokumen penting 
milik korban. Pelaku kemudian dilarikan ke rumah sakit 
bayangkhara karena kondisi pelaku sudah tidak mampu 
berjalan akibat timah panas yang dilepaskan kearah kaki 
pelaku.Sampai saat ini pelaku masih ditahan di Polrestabes 
Makassar guna melakukan penyelidikan lebih lanjut.Upaya 
represif inilah yang jika upaya preemtif dan preventif belum 
mampu memberikan pemahaman kepada pelaku maka dengan 
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menegakkan hukum atau melakukan penangkapan kepada 
pelaku dan menjatuhkan hukuman agar memberi efek jera 
kepada pelaku kekerasan ini. 
 Jadi berdasarkan hasil penelitian penulis yang berupa wawancara 
dengan pihak yang berwajib dalam hal ini pihak Kepolisian Kota Besar 
Makassar bahwa ketiga upaya itulah yang kemudian pihak kepolisian 
gunakan guna menghindari atau setidaknya meminimalisir berbagai tindak 
pidana yang dilakukan oleh kelompok atau geng motor di kota Makassar, 
namun pihak kepolisian mengakui bahwa upaya itu tidak terlepas pula 
pula dari peran masyarakat yang mendukung penuh pemberantasan 
anarkisme yang dilakukan oleh kelompok geng motor, pihak kepolisian 
juga lebih menghimbau agar kesadaran hukum lebih dikedepankan dalam 













Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai sebab 
terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh geng motor di kota Makassar 
dan upaya penanggulannya, maka penulis dapat menarik kesimpulan 
yaitu: 
1. Faktor yang menyebabkan mengapa geng motor kerap 
melakukan aksi kekerasan diberbagai tempat di kota Makassar 
adalah faktor internal pelaku yaitu tingkat pendidikan pelaku, 
sebagian besar pelaku tindak pidana kekerasan geng motor 
adalah karena tingkat pendidikan yang rendah sehingga 
mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku mereka. Faktor 
eksternal seperti kondisi perekonomian mereka yang kerap 
mereka jadikan alasan untuk melakukan aksi kekerasan yang 
dimana ketika kebutuhan mereka tidak terpenuhi maka mereka 
akan melakukan aksi kekerasan dengan menggunakan 
kendaraan bermotor, faktor sosial juga menjadi alasan mereka 
untuk kerap melakukan aksinya seperti adanya pengaruh orang 
lain atau adanya kesempatan untuk melakukan hal itu dimana 
waktu dan tempat mereka melakukan aksi tidak ada pihak yang 
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berwajib melakukan patrol atau sweeping senjata tajam dan 
sebagainya. 
2. Upaya yang dilakukan oleh pihak berwajib dalam hal ini 
Kepolisian Resort Kota Besar Makassar adalah upaya-upaya 
yang pada umumnya dilakukan untuk mencegah terjadinya 
berbagai kemungkinan tindak pidana seperti upaya preemtif 
dalam hal ini melakukan penyuluhan hukum, sosialisasi anti 
kekerasan yang dilakukan oleh kelompok geng motor kepada 
seluruh warga kota Makassar agar tidak menjadi korban 
maupun pelaku, upaya preventif seperti melakukan patroli dan 
sweeping di tempat dan waktu yang kemungkinan besar akan 
terjadi kekerasan oleh geng motor, menyebar seluruh intelejen 
guna memberikan informasi terkait kekerasan atau tindak 
pidana yang dilakukan oleh kelompok geng motor. Upaya 
represif seperti melakukan penangkapan dan penahanan yang 
diduga kuat melakukan kekerasan atau tindak pidana guna 
memberi efek jera kepada pelaku. Pihak kepolisian juga tetap 
menghimbau kepada seluruh warga agar tetap memproteksi diri 
masing-masing ditempat dan waktu yang berpotensi terjadi 





B . Saran 
 Adapun saran atau masukan yang peneliti dapat berikan adalah 
sebagai berikut: 
1. Penulis menyarankan agar Pemerintah dalam hal ini Walikota 
Makassar dan seluruh jajaran pihak Kepolisian tidak hanya 
menunggu jatuhnya korban untuk kemudian menindak lanjuti 
respon dari masyarakat yang merasa resah dengan aksi kekerasan 
geng motor, namun lebih kepada hal-hal yang sifatnya menyentuh 
wilayah-wilayah yang menjadi kebutuhan para pelaku kekerasan 
seperti kebutuhan ekonomi misalnya pemerintah mampu 
menciptakan lapangan pekerjaan bagi setiap warganya yang 
menjadikan alasan ekonomi adalah penyebab mereka melakukan 
aksi kekerasan, sehingga dengan begitu maka fenomena ini akan 
terminimalisir dengan sendirinya sebab pola pikir mereka pun akan 
berubah sehingga tumbuhlah kesadaran hukum ditengah 
masyarakat .  
2. Upaya yang dilakukan oleh pihak penegak hukum sebaiknya lebih 
ditingkatkan seperti penyuluhan yang berkesinambungan, patroli 
yang rutin, menyebar intelejen dan bantuan kepolisian guna 
memberikan rasa aman khususnya kota Makassar yang kerap 
terjadi tindak kekerasan ataupun tindak pidana yang dilakukan oleh 
geng motor yang dimana perbuatannya itu meresahkan semua 
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pihak dan membuat masyarakat merasa tidak nyaman lagi 
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